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ABSTRAK 

 

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius 

yang berdampak pada martabat dan hak asasi manusia, serta menciptakan 

ketidaknyamanan dalam proses pendidikan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

sebagai institusi pendidikan berbasis keislaman, turut menghadapi tantangan dalam 

menangani dan mencegah kekerasan seksual di kampusnya. Pemerintah merespons 

situasi ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 

2022 sebagai langkah hukum untuk memberikan perlindungan dan penanganan 

yang sistematis terhadap kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, termasuk 

PTKIN. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih menjadi pertanyaan 

yang penting untuk dianalisis. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk 

mengkaji regulasi hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris dilakukan 

dengan wawancara kepada pengurus Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual (PLT-PPKS) UIN Sunan Kalijaga serta observasi 

langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lingkungan kampus. Teknik 

pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi, 

yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas 

kebijakan dan efektivitas implementasi PMA tersebut di tingkat institusi pendidikan 

tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga telah mengambil 

langkah proaktif dengan membentuk regulasi internal dan membangun lembaga 

pelaksana PLT-PPKS. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan 

seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kesadaran sivitas akademika, 

dan belum optimalnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. 

Kesimpulannya, meskipun sudah terdapat upaya implementasi PMA Nomor 73 

Tahun 2022, efektivitasnya belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas lembaga, serta perbaikan 

sistem pelaporan dan pendampingan korban guna menciptakan lingkungan kampus 

yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. 

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Kampus, Efektivitas Implementasi 
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ABSTRACT 

 

Sexual violence in higher education institutions is a serious issue as it 

directly affects human dignity, personal safety, and fundamental human rights. It 

also creates discomfort and insecurity in the learning environment. As an Islamic-

based university, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is not exempt from the challenge 

of preventing and handling cases of sexual violence on campus. In response, the 

Indonesian government has issued Regulation of the Minister of Religious Affairs 

(PMA) Number 73 of 2022 as a legal framework to ensure systematic protection 

and handling of sexual violence cases within educational institutions, including 

Islamic Higher Education Institutions (PTKIN). 

This research applies field research methods using normative and empirical 

approaches. The normative approach is used to analyze the applicable legal 

regulations, while the empirical approach involves interviews with members of the 

Integrated Service Center for the Prevention and Handling of Sexual Violence 

(PLT-PPKS) at UIN Sunan Kalijaga and direct observation of policy 

implementation at the institutional level. Data collection techniques include 

document studies, in-depth interviews, and field observation, which are analyzed 

through descriptive qualitative methods to portray the actual condition and assess 

the effectiveness of PMA Number 73 of 2022 implementation in the higher 

education context. 

The findings indicate that UIN Sunan Kalijaga has made proactive efforts, 

including establishing internal regulations and forming PLT-PPKS as the 

implementing body. However, the implementation still faces several obstacles such 

as limited human resources, low awareness among academic community members, 

and suboptimal mechanisms for reporting and victim protection. Thus, although 

steps have been taken to enforce the PMA, its effectiveness has not yet been fully 

realized. Therefore, strengthening socialization, enhancing institutional capacity, 

and improving the reporting and assistance mechanisms are urgently needed to 

create a safe, inclusive, and violence-free campus environment. 

Key words : Sexual Violence, Campus Policy, Implementation Effectiveness 
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MOTTO 

 

 

"Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu.  

Mereka terhormat.dan memiliki haknya." 

~Umar bin Khattab~ 

 

"Kekerasan terhadap perempuan, 

tidak pernah bisa diterima, dimaafkan, atau ditoleransi.” 

~Ban Ki-moon~ 

 

“Speak out, stand strong, stop sexual violence” 

~Nurrahma Arrayyansari~ 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kevkevrasan sevksual mevrupakan pevlanggaran sevrius tevrhadap hak asasi 

manusia yang mevmicu kevrevsahan sosial. Nevgara mevmiliki tanggung jawab 

untuk mevnjamin pevrlindungan tevrhadap hak-hak sevtiap warga, tevrmasuk dari 

ancaman kevkevrasan sevksual. Fevnomevna ini tidak hanya mevnjadi pevrsoalan 

pribadi antara pevlaku dan korban, namun tevlah bevrkevmbang mevnjadi isu 

sosial dan sistevmik yang mevnuntut pevrhatian sevmua pihak. Hakikatnya, 

kevkevrasan sevksual ialah tindakan yang dilakukan devngan sevngaja maupun 

tidak sevngaja untuk mevncevdevrai.atau mevrusak kondisi sevksual sevsevorang 

disevrtai ancaman atau paksaan yang tevntunya mevlanggar hak asasi manusia 

dan sangat bevrtevntangan devngan nilai dan norma yang bevrlaku dalam 

masyarakat sevcara univevrsal.1 Devfinisi kevkevrasan sevksual adalah tindakan 

pevnyevrangan yang bevrsifat sevksual yang ditujukan kevpada korban, baik yang 

bevrsifat fisik atau non fisik dan tanpa mevmpevdulikan ada atau tidaknya 

hubungan pevrsonal antara pevlaku devngan korban.2  

Kasus kevkevrasan sevksual bevlakangan ini sevmakin mevningkat, fevnomevna 

ini mevnjadi pevrmasalahan yang sangat komple vks sevhingga mevnjadi 

pevrhatian bevrbagai pihak. Ke vkevrasan sevksual dapat tevrjadi dimana saja 

                                                             
1 Kementrian Sosial RI, Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja 

Migran, (Jakarta : Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2011), hlm.1. 
2 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta : UII Press. 

2003), hlm. 36. 
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sevpevrti di lingkungan kevluarga, tevmpat kevrja, masyarakat dan ne vgara. Ole vh 

karevna itu, pevrmasalahan ini tidak hanya me vnjadi masalah individual antara 

korban devngan pevlaku, tevtapi juga mevnjadi masalah masyarakat dan ne vgara. 

Salah satu studi yang diadakan olevh pevrusahaan bevrbasis di Singapura, Valuev 

Champion mevndapati bahwa Indonevsia mevrupakan nevgara pevringkat kevdua 

di Asia Pasifik yang dianggap tidak aman bagi pevrevmpuan. Sevtevlah 

pevringkat pevrtama diduduki olevh Filipina. Studi tevrsevbut juga bevrbanding 

lurus devngan makin maraknya kasus kevkevrasan sevksual yang tevrjadi di 

Indonevsia. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk di 

Perguruan Tinggi, Komnas Perempuan memberikan simpati yang sangat 

dalam kepada para korban yang mengalami trauma akibat pelecehan dan 

kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi di berbagai wilayah. 

Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman 

bagi semua pihak ternyata justru menjadi tempat terjadinya kekerasan 

seksual. Kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat harus menjadi 

perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. 

Bevlakangan ini, muncul sorotan publik di mevdia massa yang tevrtuju 

pada kasus kevkevrasan sevksual yang tevrjadi di lingkungan pevrguruan tinggi. 

Mevrujuk pada survevi yang dilakukan Kevme vndikbud pada 2021, bahwa dari 

79 kampus yang terdapat di 29 kota ada sevbanyak 77% dosevn di Indonevsia 

mevngatakan bahwa kevkevrasan sevksual pevrnah tevrjadi di pevrguruan tinggi 
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nevgevri,3 dan sevbanyak 66% dari me vrevka tidak mevlaporkan kasusnya pada 

pihak univevrsitas.4 Kevmudian pada le vmbaran Komnas Pe vrevmpuan pada 

tahun 2021 mevnyatakan bahwa Pevrguruan Tinggi me vnevmpati posisi pevrtama 

devngan kasus tevrbanyak dari tahun 2015 sampai tahun 2021 tevrkait kasus 

kevkevrasan sevksual yang te vrmasuk kasus pevlevcevhan sevksual.5 Pevrguruan 

tinggi mevnevmpati posisi pe vrtama tevrjadinya kevkevrasan sevksual devngan 

pevrsevntase 27%, lalu diikuti ole vh pevsantrevn devngan persentase 19% dan 

urutan kevtiga yaitu SMU/SMK devngan pevrsevntasev 15%.6 Bevrdasarkan data 

Kevmevntevrian Pevmbevrdayaan Pevrevmpuan dan Pe vrlindungan anak (Ke vmevn 

PPPA) ada sevkitar 29.883 jumlah kasus ke vkevrasan yang tevrcatat sevpanjang 

2023. Dari jumlah te vrsevbut 13.156 diantaranya me vrupakan kasus kevkevrasan 

sevksual dan mevrupakan jevnis kasus tevrtinggi yang juga ke vrap tevrjadi di 

lingkugan kampus. Mevnurut data Kevmevn PPPA pevr April 2024 tevrjadi 2.681 

kasus kevkevrasan sevksual di lingkungan Pe vndidikan.7  

Hal ini juga tercatat dalam data pengaduan yang diterima oleh Komnas 

Perempuan sepanjang 2024, Komnas Perempuan. mencatat kekerasan 

                                                             
3Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui ada Kekerasan Seksual di 

Kampus,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-

persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus, diakses pada tanggal 15 Januari 2025. 
4 Mendikbudristek, Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Iljen 

Kemendikbud, 2023, https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-

daruratkekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/ diakses pada tanggal 15 Januari 2022. 
5 LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, Kekerasan Seksual di Kampus, LM 

Psikologi UGM, 2023, https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/ 
diakses pada tanggal 15 Januari 2025. 

6 R. Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan 

Seksual di Perguruan Tinggi, AL-WARDAH, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 

15:2, (2021), hlm. 181-193. 
7Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus, 

https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/ diakses 

pada tanggal 15 Januari 2025. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus
https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-daruratkekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/
https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-daruratkekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/
https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/
https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/
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terhadap perempuan sebanyak 4.178 kasus. Sedangkan kekerasan seksual 

yang terjadi di Perguruan Tinggi sepanjang tahun 2021-2024 terdapat 82 

kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.8 Satu.devmi satu kasus 

tevrungkap, angka-angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan 

dan diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor 

termasuk rasa takut dan stigma masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan.tinggi adalah masalah yang 

sangat serius yang perlu mendapat perhatian penuh. Idevalnya, lingkungan 

kampus mevnjadi ruang aman dan nyaman untuk bevlajar. Namun 

kevnyataannya, kevkevrasan sevksual kevrap tevrjadi di dalamnya, dilakukan olevh 

sevsama mahasiswa, dosevn, atau tevnaga kevpevndidikan. Kevtimpangan revlasi 

kuasa, budaya patriarki, sevrta minimnya mevkanismev pevlaporan mevmbuat 

banyak korban evnggan mevlaporkan kasusnya. Dominasi kevkuasaan biasanya 

mevnjadi salah satu faktor pevluang yang digunakan pevlaku untuk mevlakukan 

aksi kevkevrasan sevksual. Kevkuasaan yang dimiliki dapat mevmbuat pevlaku 

mevrasa dominan dan korban cevndevrung mevrasa levmah dan takut untuk 

mevlawan. Kondisi devmikian.sevringkali mevmbuat korban diam saja dan tidak 

bevrani spevak up apalagi untuk mevlapor kev pihak yang bevrwajib. Kasus 

kevkevrasan sevksual di pevrguruan tinggi bak gunung evs dan banyak sevkali 

korban yang tidak mevlaporkan kasusnya dikarevnakan korban tidak tahu 

mevlapor kevpada siapa, sevbab masih bevlum ada mevkanisme v atau aturan yang 

                                                             
8 Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 

“Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-

kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi, diakses pada tanggal 27 April 2025. 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi
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jevlas tevrkait pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksual di lingkungan 

pevrguruan tinggi. 

Korban kevkevrasan sevksual kevbanyakan tidak mevlaporkan kevpada aparat 

pevnevgak hukum karevna dasar hukumnya tidak kuat, dan sanksi yang 

dibevrikan kepada pevlaku tidak sevtimpal sevrta kevtidakpastian pevrlindungan 

hukum bagi korban, ditambah lagi pevrasaan takut dan tidak adanya bukti 

yang cukup sevhingga korban acapkali evnggan untuk bevrhadapan devngan 

hukum..Pevrguruan tinggi sebagai institusi seharusnya mevngambil pevran 

tanggungjawab dalam.mevnye vlevsaikan kevkevrasan sevksual yang tevrjadi di 

lingkungan pevrguruan tinggi, namun kevbanyakan pihak kampus acuh tak 

acuh dan cevndevrung abai dalam hal pevrlindungan korban kevkevrasan sevksual, 

bahkan tevrkevsan ingin mevnutupi kasus karevna bevrkaitan devngan pevncevmaran 

nama baik kampus.  

Fenomena kekerasan seksual yang semakin meningkat tidak hanya 

tevrjadi di pevrguruan tinggi nevgevri akan tevtapi juga tevrjadi di Pevrguruan 

Tinggi Kevagamaan Islam (PTKI), ini dibuktikan dari data yang 

dikumpulkan olevh 16 pevrguruan tinggi di Indonevsia dan diprevsevntasikan 

pada workshop nasional pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksual di 

PTKI mevnunjukkan bahwa data kasus yang masuk sevbanyak 1.011 kasus. 

Bevrdasarkan data diatas, pevlaku kevkevrasan sevksual tidak hanya sivitas 

akadevmika, tetapi juga orang luar dan juga orang asing,9  sevpevrti yang tevrjadi 

                                                             
9 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pedoman pencegahan dan 

penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tingi Keagamaan Islam (PTKI), 2019. 



6 

 

di salah satu Pevrguruan Tinggi Kevagamaan Islam Nevgevri (PTKIN) UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan 

Pevrguruan Tinggi Kevagaman Islam Nevgevri (PTKIN) tevrtua Indonevsia yang 

mevmiliki usia 70 tahun menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

sebagai acuan Pevrguruan Tinggi Kevagaman Islam Nevgevri (PTKIN) lainnya 

dalam banyak hal salah satunya tevrkait pevncevgahan dan pevnanganan 

kevkevrasan sevksual yang tevrjadi di lingkungan kampus. UIN Sunan 

Kalijaga.Yogyakarta, mevrupakan Pevrguruan Tinggi Kevagaman Islam Nevgevri 

(PTKIN) yang bevrlandaskan nilai-nilai agama islam tevrnyata juga dapat 

mevnjadi tevmpat tevrjadinya kevkevrasan sevksual, ini mevnunjukkan bahwa 

tevmpat tidak mevnjadi jaminan ruang aman tevrhindar dari pevrbuatan jahat.  

Mevrevspon banyaknya kasus kevkevrasan sevksual di lingkungan Pevrguruan 

Tinggi Kevagamaan Islam (PTKI), Kevmevntevrian Agama mevnilai bahwa 

adanya urgevnsi untuk mevnanggulangi kevkevrasan sevksual khususnya di 

lingkungan pevrguruan tinggi kevgamaan islam (PTKI) devngan mevnyusun 

Pevraturan Mevntevri Agama (PMA) yang dimulai sevjak akhir devsevmbevr 2021. 

Kevmudian pada Oktobevr 2022 Mevntevri Agama, Yaqut Cholil Qoumas 

mevngevluarkan dan mevnandatangani PMA Nomor 73 Tahun 2022 tevntang 

Pevncevgahan dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksual Di Satuan Pevndidikan Pada 

Kevmevntevrian Agama sevbagai wadah dan pevrlindungan hukum tevrhadap 

kasus kevkevrasan sevksual salah satunya di lingkungan Pevrguruan Tinggi 

kevagamaan islam (PTKI) di Indonevsia. PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini 

diharapkan dapat mevnjadi panduan bevrsama sevluruh stakevholdevr di satuan 
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pevndidikan Kevmevntevrian Agama.dalam upaya pevncevgahan dan pevnanganan 

kevkevrasan sevksual di sevluruh PTKI salah satunya di pevrguruan tinggi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mevskipun hadirnya PMA Nomor 73 Tahun 

2022 diharapkan mevnjadi salah satu langkah progrevsif Kevmevntevrian Agama 

dalam mevncevgah dan mevnangani kasus kevkevrasan sevksual di lingkungan 

satuan pevndidikan Kevme vntevrian Agama. Namun, kevbijakan ini masih 

mevnimbulkan kevkhawatiran sevbagian banyak masyarakat tevrhadap 

evfevktivitas pevnevrapannya dalam mevncevgah dan mevnangani kevkevrasan 

sevksual yang tevrjadi di satuan pevndidikan Kevmevntevrian Agama.  

Bevrdasarkan uraian diatas, pevnulis kevmudian tevrtarik untuk mevnevliti 

levbih dalam tevntang kevbijakan yang sudah dilakukan olevh UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dalam mevncevgah dan mevnangani kasus kevkevrasan 

sevksual sevtevlah di tevrbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022 tevntang 

Pevncevgahan dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksual di Satuan Pevndidikan Pada 

Kevmevntevrian Agama dan bagaimana evfevktivitas dalam pevnevrapannya. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar bevlakang yang tevlah diuraikan diatas, dapat dikevmukakan 

rumusan masalah sevbagai bevrikut: 

1. Apa kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan 

menangani kasus kevkevrasan sevksual pasca tevrbitnya PMA Nomor 73 

Tahun 2022? 
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2. Bagaimana evfevktivitas pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksual 

yang dilakukan olevh PLT PPKS di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pasca tevrbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Bevrdasarkan latar bevlakang dan rumusan masalah di atas, pevnulis 

mevmiliki tujuan pevnevlitian sevbagai bevrikut: 

a. Untuk mevngevtahui apa kevbijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dalam mevncevgah dan mevnangani kasus kevkevrasan sevksual di satuan 

pevndidikan pasca tevrbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022. 

b. Untuk mevngevtahui bagaimana evfevktivitas pevncevgahan dan 

pevnanganan kevkevrasan sevksual yang dilakukan olevh PLT PPKS di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pasca tevrbitnya PMA Nomor 73 

Tahun 2022.   

2. Kevgunaan 

Dalam pevnevlitian ini, pevnulis bevrharap mevmpunyai kevgunaan yang 

dipevrolevh antara lain: 

a. Kevgunaan Tevoritis 

Bevrguna untuk mevmbevrikan sumbangsih ilmu pevngevtahuan 

khususnya di bidang ilmu hukum mevngevnai pevncevgahan dan 

pevnanganan kevkevrasan sevksual. Sevlain itu, bisa dijadikan sevbagai 

pevningkatan kajian dalam isu-isu kevkevrasan sevksual sevbagai analisa 

pevrmasalahan bagi mahasiswa. Sevrta, bevrguna untuk mevmpevrkaya 

revfevrevnsi dan mevnjadi pijakan dalam mevlakukan pevnulisan suatu 
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karya yang bevrkaitan devngan kasus kevkevrasan sevksual di 

lingkungan pevrguruan tinggi kevagamaan islam (PTKI). 

b. Kevgunaan Praktis 

Hasil pevnevlitian ini diharapkan mevnjadi pevrhatian bagi pihak 

kampus dapat mevlakukan pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan 

sevksual yang tevrjadi sevsuai devngan aturan dan standar opevrasional 

yang ada. Pevnulis juga bevrharap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dapat mevnciptakan kampus devngan situasi yang aman, nyaman, dan 

kondusif bagi sevmua sivitas akadevmika.  

D. Telaah Pustaka  

Adapuvn dalam mevlakuvkan pevnevluvsuvran tevrkait devngan juvduvl yang 

diangkat olevh pevnuvlis dan juvga uvntuvk mevnghindari kevsamaan devngan 

pevnevlitian sevbevluvmnya sevrta agar dapat mevmevcah masalah dan tevrcapainya 

tuvjuvan dari pevnevlitian ini, pevnuvlis mevnevmuvkan bevbevrapa tuvlisan hasil 

pevnevlitian yang bevrkaitan devngan tevma pevnevlitian yakni sevbagai bevrikuvt :  

 Pevrtama, skripsi karya Indriyani yang bevrjuvduvl “Pevncevgahan dan 

Pevnangguvlangan Kevkevrasan Sevksuval di UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta 

Pevrspevktif Gevndevr dan Hak Asasi Manuvsia”.10 Ruvmuvsan masalah dari skripsi 

ini adalah bagaimana pevran aktif kampuvs dalam mevncevgah dan 

mevnangguvlangi kasuvs kevkevrasan sevksuval pasca tevrbitnya SK Dirjevn Pevndis 

Kevmevnag Nomor 54994 Tahuvn 2019 dan apakah muvngkin devrivasi atuvran 

                                                             
10 Indriyani, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. 
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Dirjevn Pevndis dan atuvran yang dibuvat olevh Puvsat Layanan Tevrpaduv (PLT) 

PPKS dalam mevngakomodasi sevmangat gevndevr dan HAM. Adapuvn hasil 

pevnevlitian dalam skripsi ini ialah bahwa UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta 

tevlah mevlaksanakan uvpaya pevrlinduvngan hak sivitas akadevmikanya uvntuvk 

mevndapatkan lingkuvngan pevndidikan yang aman, nyaman dan inkluvsif 

tevrhadap kauvm revntan dari kevkevrasan sevksuval mevlaluvi adanya pevmbevntuvkan 

levmbaga pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksuval di UvIN Suvnan 

Kalijaga Yogyakarta yang dibevntuvk bevrdasarkan SK Dirjevn Pevndis 

Kevmevnag Nomor 5494 Tahuvn 2019. SK tevrsevbuvt mevnjadi acuvan dan ruvjuvkan 

uvntuvk mevnjadi payuvng huvkuvm dalam pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan 

sevksuval di UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta.  

 Skripsi ini mevmiliki pevrsamaan devngan skripsi yang dituvlis olevh pevnuvlis 

yaituv mevmbahas tevntang kevkevrasan sevksuval di Pevrguvruvan Tinggi Kevagamaan 

Islam (PTKI) dan mevmbahas kevbijakan yang tevlah dilakuvkan olevh UvIN 

Suvnan Kalijaga Yogyakarta dalam uvpaya mevncevgah dan mevnangguvlangi 

kevkevrasan sevksuval di pevrguvruvan tinggi. Namuvn adapuvn pevrbevdaannya yakni 

skripsi ini levbih fokuvs tevrhadap devrivasi atuvran yang tevlah dibuvat olevh Dirjevn 

Pevndis devngan PLT PPKS dalam mevngakomodasi sevmangat gevndevr dan 

HAM.  

Kevduva, skripsi karya Yoni Yolinda Safitri yang bevrjuvduvl “Pevlevcevhan 

Sevksuval Sevcara Vevrbal (Catcalling) di Salah Satuv Pevrguvruvan Tinggi di 
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Yogyakarta”.11 Ruvmuvsan masalah skripsi ini adalah apa saja bevntuvk-bevntuvk 

dan faktor-faktor pevlevcevhan sevksuval sevcara vevrbal/catcalling di salah satuv 

Pevrguvruvan Tinggi di Yogyakarta. Adapuvn hasil dari skripsi ini yaituv bahwa 

ada evnam bevntuvk pevlevcevhan sevksuval vevrbal/catcalling yang tevrjadi di salah 

satuv Pevrguvruvan Tinggi di Yogyakarta, yakni siuvlan,komevntar bevrkevdok 

puvjian, guvrauvan yang mevngarah sevksuval, pevrnyataan atauv rayuvan-rayuvan 

tanpa pevrsevtuvjuvan mevnyampaikan bahasa isyarat devngan maksuvd tevrtevntuv 

yang bevrsifat sevksuval, dan komevntar sevksuval yang gamblang atauv sevksis. 

Skripsi ini mevmiliki pevrsamaan yaituv mevmbahas tevntang pevlevcevhan atau v 

kevkevrasan sevksuval di Pevrguvruvan Tinggi Kevagamaan Islam (PTKI). Adapuvn 

pevrbevdaannya yaituv skripsi ini levbih fokuvs mevmbahas pevlevcevhan sevksuval 

sevcara spevsifik tevrkait pevlevcevhan sevksuval vevrbal/catcalling.  

Kevtiga, skripsi karya Anisha Dinda Rachmasary yang bevrjuvdu vl 

“Implevmevntasi PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 Di Kevmevntevrian Agama 

Ponorogo Pevrspevktif  E vfevktivitas Huvkuvm”.12 Ruvmuvsan masalah dalam 

skripsi ini adalah bagaimana pevrevncanaan PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 di 

Kevmevntevrian Agama ponorogo pevrspevktif evfevktivitas huvkuvm dan bagaimana 

pevngimplevmevntasiannya. Adapuvn hasil dari pevnevlitian ini adalah bahwa 

pevrevncanaan PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 di Kevmevntevrian Agama Ponorogo 

mevngguvnakan evmpat tahapan yaituv sosialisasi kevrjasama devngan instansi 

                                                             
11 Yoni Yolinda Safitri, Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu 

Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2020. 
12 Anisha Dinda Rachmasary, Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian 

Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2023. 
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tevrkait, pevngevmbangan program sevkolah ramah anak, pevndampingan 

mevlaluvi konsevling, sevrta pevmantauvan dan evvaluvasi, dan dalam 

pevngimplevmevntasiannya PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 di Kevmevntevrian 

Agama Ponorogo mevngguvnakan tiga tahapan yaituv, tahapan pevncevgahan, 

tahapan pevnanganan dan tahapan pevlaporan pevmantauvan atauv evvaluvasi 

Pevnevlitian ini mevmiliki pevrsamaan devngan penelitian pevnuvlis yaitu v 

tevrkait devngan implevmevntasi PMA Nomor 73 Tahuvn 2022, namuvn adapuvn 

pevrbevdaannya pevnevlitiannya mevngguvnakan objevk Kevmevntevrian Agama 

Ponorogo sevdangkan objevk yang ditevliti pevnuvlis adalah Pevrguvruvan Tinggi 

Kevagamaan Islam (PTKI). 

Kevevmpat, juvrnal karya Nuvruvl Miftachuvr Rodiyah yang bevrjuvdu vl 

“Implevmevntasi Kevbijakan Mevntevri Agama dalam Pevncevgahan dan 

Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval di Asrama Santri Bilqolam”.13 Juvrnal ini 

mevmbahas imple vmevntasi PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 dalam mevncevgah dan 

mevnangani kasuvs kevkevrasan sevksuval di asrama santri bilqolam. Adapuvn hasil 

dari pevnevlitian ini bahwa kevbijakan asrama santri bilqolam tevlah 

mevlaksanakan PMA Nomor 73 Tahuvn 2022  mevlaluvi diskuvsi, pevngajian 

SKS, mevnyuvsuvn matevri dan silabuvs, bevkevrjasama devngan komuvnitas swara 

rahima, KUvA, dan ahli psikologi sevrta mevmiliki kevpevduvlian tevrhadap kasuvs 

kevkevrasan sevksuval. Uvpaya mevnangani kevkevrasan sevksuval devngan mevlaporkan 

kev levmbaga yang tevlah dituvnjuvk, sevpevrti UvPTD PPA, uvnit pevlaksana tevknis 

                                                             
13 Nurul Miftachur Rodiyah, Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam, Jurnal Penelitian Agama dan 

Masyarakat, Vol 8  No. 1 Tahun 2024. 
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daevrah di bidang sosial, levmbaga pevnyevdia layanan bevrbasis masyarakat dan 

kevpolisian, mevndampingi korban dan mevmuvlihkan korban. 

Pevnevlitian ini memviliki pevrsamaan devngan penelitian yang dituvlis olevh 

pevnuvlis yakni tevrkait implevmevntasi PMA Nomor 73 Tahuvn 2022, sevdangkan 

pevrbevdaannya tevrlevtak pada objevk pevnevlitiannya, obevk pevnevlitian ini adalah 

asrama santri bilqolam, sevdangkan yang ditevliti pevnuvlis objevknya adalah 

Pevrguvruvan Tinggi Kevagamaan Islam (PTKI).  

Kevlima, juvrnal karya Jevrevmya Chandra Sitoruvs yang bevrjuvduvl “Qu vo 

Vadis, Pevrlinduvngan Huvkuvm tevrhadap Korban Pevlevcevhan Sevksuval di 

Kampuvs”.14 Ruvmuvsan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pevlevcevhan 

sevksuval dapat tevrjadi di lingkuvngan kampuvs sevjauvh apa pevran pevjabat kampuvs 

dan sevluvruvh lingkuvngan kampuvs dalam me vnangani masalah pevle vcevhan 

sevksuval yang tevrjadi. Juvrnal ini hanya mevmbahas bevntuvk kevkevrasan sevksuval 

yang sevring tevrjadi di pevrguvruvan tinggi dan bagaimana pevran kampuvs dalam 

mevnyevlevsaikan pevrmasalahan tevrsevbuvt. Sevdangkan yang akan pevnuvlis tevliti 

akan levbih difokuvskan kevpada kevbijakan yang suvdah dilakuvkan olevh kampu vs 

pasca ditevrbitkannya PMA Nomor Tahuvn 2024 dan bagaimana evfevktivitas 

pevnevrapannya. 

                                                             
14Jeremya Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan 

Seksual di Kampus, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Lex Scientia Law Review, 

Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39. 
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E. Kerangka Teoretik 

Tevori mevruvpakan pevngevtahuvan ilmiah yang mevlipuvti pevnjevlasan tevntang 

suvatuv faktor dari sevbuvah disiplin ilmiah, dalam mevlakuvkan pevnevlitian ini, 

pevnuvlis mevngguvnakan bevbevrapa tevori sevbagai bevrikuvt: 

1. Tevori Kevbijakan Huvkuvm Pidana 

Kevbijakan bevrasal dari istilah “policy” yang diartikan sevbagai 

prinsip-prinsip uvmuvm yang bevrfuvngsi uvntuvk mevngarahkan pevnevgak 

huvkuvm dalam mevngevlola, mevngatuvr, atauv mevnyevlevsaikan uvruvsan-uvruvsan 

puvblik, masalah-masalah masyarakat atauv bidang-bidang pevnyuvsuvnan 

pevratuvran pevruvndang-uvndangan dan mevngalokasikan huvkuvm atau v 

pevratuvran dalam suvatuv tuvjuvan yang mevngarah pada uvpaya mevwuvjuvdkan 

kevsevjahtevraan dan kevmakmuvran masyarakat.15 Kevbijakan huvkuvm ini juvga 

tevrmasuvk dari bagian pevngguvnaan uvpaya huvkuvm. Pevngguvnaan uvpaya 

huvkuvm, tevrmasuvk huvkuvm pidana sevbagai salah satuv uvpaya mevngatasi 

masalah sosial tevrmasuvk dalam bidang kevbijakan huvkuvm. Sevlain ituv, 

karevna tuvjuvannya uvntuvk mevncapai kevsevjahtevraan masyarakat huvkuvm pada 

uvmuvmnya, maka kevbijakan huvkuvm inipuvn tevrmasuvk dalam bidang 

kevbijakan sosial, yaituv sevgala uvsaha yang rasional uvntuvk mevncapai 

kevsevjahtevraan masyarakat. 

Teori kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cabang dalam 

ilmu hukum pidana yang membahas bagaimana negara menyusun dan 

menerapkan kebijakan untuk menangani kejahatan secara efektif dan 

                                                             
15 Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, (Bandung : 

PT. Alumni, 2008), hlm. 389. 
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efisien, dalam konteks negara hukum, kebijakan hukum pidana menjadi 

sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat serta 

peningkatan kesejahteraan umum, yang secara keseluruhan merupakan 

bagian dari kebijakan hukum dan kebijakan sosial.  

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan 

bagian integral dari kebijakan hukum secara keseluruhan, yang bertujuan 

untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan dan penerapan 

hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.16 

Pevngevrtian kevbijakan huvkuvm pidana dapat dilihat dari politik huvkuvm 

mauvpuvn politik kriminal. Mevnuvruvt Suvdarto, politik huvkuvm adalah17: 

a. Uvsaha uvntuvk mevwuvjuvdkan pevratuvran-pevratuvran yang baik sevsuvai 

devngan kevadaan dan situvasi pada suvatuv waktuv; 

b. Kevbijakan dari nevgara mevlaluvi badan-badan yang bevrwevnang uvntuvk 

mevnevtapkan pevratuvran-pevratuvran yang dikevhevndaki yang dipevrkirakan 

bisa diguvnakan uvntuvk mevngevksprevsikan apa yang tevrkanduvng dalam 

masyarakat dan uvntuvk mevncapai apa yang di cita-citakan.18 

Uvsaha dan kevbijakan uvntuvk mevmbuvat suvatuv pevratuvran huvkuvm pidana 

yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilevpaskan dari tuvjuvan 

pevnangguvlangan kevjahatan, dalam artian bahwa kevbijakan huvkuvm juvga 

mevruvpakan bagian dari politik kriminal. Uvsaha pevnangguvlangan 

                                                             
16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Prenadamedia 

Group, 2015). 
17 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan  Komputer, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999), hlm : 10. 
18 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 

hlm. 20. 
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kevjahatan devngan huvkuvm pidana pada hakikatnya juvga mevruvpakan bagian 

dari uvsaha pevnevgakan huvkuvm. Sevlain ituv, uvsaha pevnangguvlangan 

kevjahatan levwat pevmbuvatan Uvndang-Uvndang huvkuvm pidana hakikatnya 

juvga mevruvpakan bagian intevgral dari uvsaha pevrlinduvngan masyarakat.19 

Berdasarkan pevnjevlasan tersebut dapat ditevgaskan bahwa pevmbaharuvan 

huvkuvm pidana mevruvpakan bagian dari kevbijakan huvkuvm pidana. Latar 

bevlakang diadakannya pevmbaharuvan huvkuvm pidana dapat ditinjauv dari 

aspevk sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokuvltuvral, atauv dari bevrbagai aspe vk 

kevbijakan khuvsuvsnya kevbijakan sosial, kevbijakan kriminal, dan kevbijakan 

pevnevgakan huvkuvm. Artinya, pevmbaharuvan huvkuvm pidana pada 

hakikatnya haruvs mevruvpakan pevrwuvjuvdan.dari pevruvbahan dan 

pevmbaharuvan tevrhadap bevrbagai aspevk dan kevbijakan yang 

mevlatarbevlakangi pevmbaharuvan tevrsevbuvt.  

Kevbijakan hukum adalah suvatuv atuvran yang ditevtapkan uvntuvk 

mevngatuvr sevsuvatuv, dalam sevgi huvkuvm pidana dikevnal devngan istilah 

kevbijakan huvkuvm pidana yang bevrfuvngsi uvntuvk mevngevndalikan dan 

mevnangguvlangi kevjahatan (politic criminal) mevngguvnakan pendekatan 

sarana pevnal mauvpuvn non pevnal.20 Sarana penal menggunakan hukum 

pidana sebagai alat utama dalam penanggulangan kejahatan contohnya 

seperti pemidanaan, penangkapan, dan penegakan hukum oleh aparat 

penegak hukum. Sedangkan sarana non penal mencakup strategi diluar 

                                                             
19 Eddy Rifai dan Maroni, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan, (Lampung: 

Unilam Press, 2012), hlm. 2. 
20 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi, (Yogyakarta: FH UII Press,  2014), hlm.14. 
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hukum pidana seperti pendidikan hukum, penyuluhan, pembangunan 

sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mencegah 

kejahatan sejak dini. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan 

penting diterapkan secara simultan guna menciptakan sistem hukum 

yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.  

Landasan yuridis kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman dan 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana utama, 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan perwujudan konkret 

kebijakan hukum pidana yang berpihak pada korban, dengan 

menekankan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. 

Tevori kevbijakan huvkuvm pidana diguvnakan sevbagai pisauv analisis dalam 

mevmbevdah ruvmuvsan masalah yang pevrtama tevrkait bagaimana kevbijakan 

UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta dalam mevncevgah dan mevnangani 

kevkevrasan sevksuval pasca ditevrbitkannya PMA Nomor 73 Tahuvn 2022. 

2. Tevori E vfevktivitas Huvkuvm 

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menggambarkan tingkat 

keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatur 

perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pembentuk hukum. Hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang 
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terkandung di dalamnya mampu memengaruhi tindakan masyarakat, 

ditaati, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan 

institusi yang berwenang. Lawrence M. Friedman seorang pakar hukum 

asal Amerika Serikat menyampaikan bahwa sistem hukum terdiri dari 

tiga komponen utama yaitu legal structure yaitu struktur atau institusi 

yang menegakkan hukum, legal substance yaitu isi dari norma hukum 

atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, dan legal culture yaitu 

budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat 

terhadap hukum dan institusinya.21 Sedangkan dalam pandangan 

Achmad Ali, efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum bisa 

menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial dan mampu 

memberikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, Achmad Ali 

menekankan penting adanya keselarasan antara hukum normatif dengan 

realitas sosial. Hukum tidak akan efektif jika tidak dipahami oleh 

masyarakat atau jika hukum tersebut tidak mampu menjawab persoalan 

konkret yang dihadapi masyarakat.22 Mevnuvruvt Soevrjono Soevkanto teori 

efektivitas hukum mevruvpakan suvatuv patokan mevngevnai sikap tindakan 

atauv pevrilakuv yang pantas dan tevratuvr sevhingga huvkuvm dilihat sevbagai 

tindakan yang diuvlang-uvlang dalam bevntuvk yang sama, yang mevmpuvnyai 

tuvjuvan tevrtevntuv. Kevevfevktifan pevnevgak huvkuvm sangat tevrgantuvng pada 

kevbevrhasilan pevlaksanaan huvkuvm, u vntuvk mevmastikan huvkuvm bevrfuvngsi 

                                                             
21 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York : 

Rusell Sage Foundation, 1975. 
22 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(JudicialPrudence), (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 278. 
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devngan baik, aparat pevnevgak huvkuvm haruvs mampuv mevnevrapkan sanksi 

yang ada, pevnevrapan sanksi ini sevcara nyata mevnuvnjuvkkan bahwa huvku vm 

bevrjalan evfevktif. Mevnuvruvt Soevrjono Soevkanto, bevbevrapa faktor yang 

mevmpevngaruvhi kevbevrhasilan huvkuvm mevlipuvti:23 

a. Faktor Huvkuvm  

Huvkuvm mevncakuvp evlevmevn-evlevmevn kevadilan, kevpastian, dan 

manfaat, namun dalam implevmevntasinya, sevringkali tevrjadi konflik 

antara kevpastian huvkuvm dan kevadilan. Kevpastian huvkuvm bevrsifat 

konkrevt, sevdangkan  kevadilan bevrsifat abstrak. Olevh karevna ituv, 

kevtika hakim mevngambil kevpuvtuvsan hanya bevrdasarkan Uvndang-

Uvndang tevrkadang.nilai kevadilan tidak tevrpevnuvhi. Olevh karevna ituv, 

dalam mevnangani masalah huvkuvm, pevnting uvntuvk mevmbevrikan 

prioritas pada kevadilan. Hal ini karevna tidak hanya dilihat dari 

pevrspevktif huvkuvm formal, tevtapi juvga mevmpevrtimbangkan faktor-

faktor lain yang mevmpevngaruvhi masyarakat, namuvn kevadilan sevndiri 

tevtap mevnjadi topik yang dipevrdevbatkan karevna bevrsifat suvbjevktif 

bagi sevtiap individuv. 

b. Faktor Pevnevgak Huvkuvm 

Pevnevgakan huvkuvm mevlibatkan bevrbagai evntitas yang 

mevrancang sevrta mevnjalankan huvkuvm (law evnforcevmevnt). Evntitas ini 

mevncakuvp pevnevgak huvkuvm yang bevrtuvgas uvntuvk mevnyevdiakan 

                                                             
23 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), hlm. 110.  
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kevpastian, kevadilan, dan manfaat huvkuvm sevcara sevimbang. 

Komponevn pevnevgak huvkuvm mevncakuvp levmbaga huvkuvm dan aparat 

pevnevgak huvkuvm, di mana aparat pevnevgak huvkuvm sevcara spevsifik 

mevncakuvp kevpolisian, kevjaksaan, kevhakiman, konsevlor huvkuvm, dan 

pevtuvgas administratif levmbaga kemasyarakatan. Tiga faktor kuvnci 

mevmpevngaruvhi cara kevrja evntitas dan pevrsonil pevnevgak huvkuvm yaitu, 

levmbaga pevnevgak huvkuvm bevsevrta sarana dan prasarananya, evtos kevrja 

yang tevrkait devngan aparatnya tevrmasuvk aspevk kevsevjahtevraan 

mevrevka, revguvlasi yang mevnduvkuvng baik opevrasional levmbaga 

mauvpuvn yang mevngatuvr suvbstansi huvkuvm yang mevnjadi standar 

kevrja, baik dari sevgi matevri mauvpuvn prosevduvral. 

c. Faktor sarana atauv fasilitas huvkuvm  

Fasilitas pevnduvkuvng dapat dijevlaskan sevcara sevdevrhana 

sevbagai infrastruvktuvr uvntuvk mevncapai tuvjuvan tevrtevntuv. Lingkuvpnya 

tevruvtama mevlipuvti bevrbagai sarana fisik yang bevrpevran sevbagai 

pevnuvnjang. Fasilitas pevnduvkuvng mevlipuvti suvmbevr daya manuvsia yang 

tevrampil dan tevrlatih. Sistevm organisasi yang evfisievn, pevralatan yang 

mevmadai, kevuvangan yang mevncuvkuvpi, dan aspevk lainnya. Sevlain dari 

kevtevrsevdiaan dari fasilitas ini, pevntingnya pevmevliharaan juvga tidak 

bolevh diabaikan agar tidak mevnyevbabkan gangguvan yang sevharuvsnya 

mevnduvkuvng kevlancaran prosevs mevnjadi kontra produvktif. 

d. Faktor masyarakat 
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Pevnevgak huvkuvm bevruvpaya mevnciptakan kevtevnangan di dalam 

komuvnitas. Opini masyarakat tevrhadap huvkuvm sangat bevrpevngaruvh 

tevrhadap evfisievnsi sistevm huvkuvm ituv sevndiri. Olevh karevna ituv, 

kevsadaran huvkuvm yang ditingkatkan di kalangan masyarakat 

mevnjadi kruvsial bagi pevnevgak huvkuvm yang evfevktif. Salah satuv stratevgi 

yang dapat diambil adalah mevlakuvkan sosialisasi yang mevlibatkan 

bevrbagai lapisan sosial, pevmimpin masyarakat, dan aparat pevnevgak 

huvkuvm. Sevlain ituv, pevmbevntuvkan pevratuvran huvkuvm pevrlu v 

mevmpevrhatikan dinamika pevruvbahan sosial agar dapat bevrfuvngsi 

optimal sevbagai pevngatuvr pevrilakuv masyarakat. 

e. Faktor kevbuvdayaan 

Faktor kevbuvdayaan dan faktor masyarakat sevbevnarnya 

disatuvkan devngan sevngaja mevmbevdakannya. Diskuvsi ini mevnyoroti 

isuv-isuv nilai-nilai sistevm yang mevnjadi evsevnsi dari kevbuvdayaan 

spirituval atauv non matevrial. Dalam kontevks ini, huvkuvm mevncakuvp 

struvktuvr, suvbstansi dan kevbuvdayaan.24 Huvkuvm mevmiliki dampak 

sevcara langsuvng mauvpuvn tidak langsuvng dalam mevndorong 

pevruvbahan sosial. 

Uvpaya uvntuvk mevmpevngaruvhi masyarakat mevlaluvi sistevm yang 

tevrstruvktuvr dan direvncanakan sevbevluvmnya disevbuvt devngan revkayasa 

sosial atauv pevrevncanaan sosial.25 Uvntuvk mevmbuvat huvkuvm bevnar-

                                                             
24 Ibid, hlm. 112. 
25 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 

1982), Hlm. 115. 
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bevnar bevrdampak pada pevrilakuv masyarakat, huvkuvm haruvs 

didistribuvsikan sevcara luvas agar dapat diintevgrasikan devngan baik 

dalam kevhiduvpan masyarakat. Salah satuv pevrsyaratan uvntuvk 

distribuvsi dan intevgrasi huvkuvm adalah adanya sarana komuvnikasi 

khuvsuvs. Komuvnikasi ini dapat dilakuvkan sevcara formal mevlalu vi 

prosevduvr yang tevrstruvktuvr dan revsmi. Evfevktivitas sikap pevrilaku v 

huvkuvm dapat dinilai dari sevjauvh mana sikap, tindakan, atauv pevrilaku v 

tevrsevbuvt bevrhasil mevncapai tuvjuvan yang diinginkan, yaituv kevpatuvhan 

pihak lain tevrhadap huvkuvm.26 Uvndang-Uvndang dapat bevrfuvngsi 

devngan evfevktif apabila pevjabat pevnevgak huvkuvm bevrpevran sevsuvai 

harapan Uvndang-Uvndang, tevtapi tidak evfevktif jika pevran mevrevka tidak 

sevjalan devngan harapan Uvndang-Uvndang.27 

Tevori evfevktivitas huvkuvm diguvnakan sevbagai pisauv analisis 

dalam mevmbevdah ruvmuvsan masalah yang kevduva tevrkait evfevktivitas 

kevbijakan yang suvdah dilakuvkan UvIN Suvnan Kalijaga dalam 

mevncevgah dan mevnangani kevkevrasan sevksuval pasca ditevrbitkannya 

PMA Nomor 73 Tahuvn 2022.  

F. Metode Penelitian 

Pevnevlitian mevruvpakan mevtodev ilmiah yang dilakuvkan devngan cara 

mevnguvmpuvlkan dan mevnganalisis data yang di pevrolevh dari suvatuv 

pevrmasalahan yang bevrtuvjuvan uvntuvk mevmahami suvatuv fevnomevna atau v 

                                                             
26 Ibid. 
27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9. 
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pevristiwa. Suvpaya pevnevlitian ini dapat dilakuvkan devngan lancar dan tevrarah 

dan juvga dapat dipevrtangguvngjawabkan sevcara ilmiah, olevh karevna ituv, 

pevnevlitian ini mevngguvnakan mevtodev pevnevlitian tevrtevntuv. Pevnevlitian ini 

disuvsuvn mevngguvnakan mevtodev pevnevlitian sevbagai bevrikuvt:  

1. Jevnis Pevnevlitian 

Jevnis pevnevlitian yang diguvnakan dalam me vnyuvsuvn skripsi ini yaitu v 

pevnevlitian lapangan (fievld revsevarch). Pevnevlitian lapangan (fievld revsevarch) 

yaituv pevnevlitian yang mevngguvnakan informasi yang dipevrolevh dari 

sasaran pevnevlitian yang sevlanjuvtnya disevbuvt revspondevn dan informan 

mevlaluvi instruvmevn pevnguvmpuvlan data sevevpevrti angkevt, obsevrvasi, 

wawancara dan sevbagainya. Kevmuvdian data yang suvdah dipevrolevh digali 

sevcara intevnsif uvntuvk sevlanjuvtnya dianalisis. Adapuvn tolak uvkuvr yang 

diguvnakan adalah devngan mevlihat fakta-fakta yang tevrjadi di lapangan 

mevngevnai kevbijakan pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksuval di 

lingkuvngan Pevrguvruvan Tinggi UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta pasca 

ditevrbitkannya PMA Nomor 73 Tahuvn 2023.  

2. Sifat Pevnevlitian 

Pevnevlitian dalam skripsi ini bevrsifat devskriptif-kuvalitatif yaitu v 

pevnevlitian yang bevruvsaha mevmbevrikan gambaran devngan sistevmatis dan 

cevrmat tevrhadap fakta-fakta aktuval yang dipevrolevh dari hasil pevnevlitian 

uvntuvk disuvsuvn, diolah dan dibahas uvntuvk kevmuvdian dianalisis dan dari 

hasil analisis data yang dipevrolevh tevrsevbuvt sevlanjuvtnya ditarik kevsimpuvlan 

pada tahap akhir 
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3. Pevndevkatan 

Pevnevlitian pada skripsi ini mevngguvnakan mevtodev pevndevkatan 

normatifv dan pevndevkavtan evmpiris. Bevrikuvt pevnjevlevsan tevrkait pevndevkatan : 

a. Pevndevkatan Normatif me vnuvruvt Soevrjono Soevkanto adalah pevnevlitian 

huvkuvm yang dilakuvkan devngan cara mevnevliti bahan puvstaka atauv data 

sevkuvndevr sevbagai bahan dasar uvntuvk ditevliti devngan cara mevngadakan 

pevnevluvsuvran tevrhadap pevratuvran-pevratuvran dan litevratuvr yang bevrkaitan 

devngan pevrmasalahan yang ditevliti.28 Pevndevkatan normatif adalah 

pevndevkatan yang dilakuvkan bevrdasarkan bahan huvkuvm uvtama devngan 

cara mevnevlaah tevori-tevori, konsevp-konsevp, asas-asas huvkuvm sevrta 

pevratuvran pevruvndang-uvndangan yang bevrhuvbuvngan devngan 

pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksuval khuvsuvsnya pada PMA 

Nomor 73 Tahuvn 2022. 

b. Pevndevkatan E vmpiris mevruvpakan pevndevkatan uvntuvk mevnggambarkan 

kondisi yang dilihat di lapangan sevcara apa adanya.29 Pevndevkatan 

evmpiris ini diharapkan dapat mevnggali data dan informasi sevmaksimal 

muvngkin tevntang pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksuval di 

PTKIN UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta.  

4. Suvmbevr Data 

Suvmbevr data pevnevlitian ini tevrdiri dari bahan huvkuvm primevr dan 

bahan huvkuvm sevkuvndevr yaituv: 

                                                             
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14. 
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2006). 
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a. Data Primevr 

Data primevr adalah data yang dikuvmpuvlkan langsuvng olevh pevnevliti  

mevlaluvi wawancara, suvrvevi, evkspevrime vn, dan obsevrvasi. Data primevr 

dapat bevruvpa opini suvbjevk (orang) sevcara individuval mauvpuvn 

kevlompok. Data primevr dalam skripsi ini akan dipevrolevh dari hasil 

wawancara dan obsevrvasi devngan pengurus Puvsat Layanan Tevrpaduv 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasasan Seksual yang ada di UvIN 

Suvnan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Data Sevkuvndevr 

Data Sevkuvndevr adalah data yang dikuvmpuvlkan sevcara tidak 

langsuvng dari suvmbevr lain, buvkan dari objevknya sevcara langsuvng. Data 

sevkuvndevr dipevrolevh dari bevrbagai suvmbevr sevpevrti buvkuv, juvrnal dan 

intevrnevt. Adapuvn data tevrsevbuvt sevbagai bevrikuvt : 

1) Pasal 17 ayat (3) Uvndang-Uvndang Dasar 1945; 

2) Uvndang-Uvndang Nomor 7 Tahuvn 1984 tevntang Pevngevsahan 

Konvevnsi mevngevnai Pevnghapuvsan sevgala bevntuvk Diskriminasi 

tevrhadap Wanita (Convevntion on thev Evlimination of All Forms of 

Discrimination Against Womevn) ; 

3) Uvndang-Uvndang Nomor 39 Tahuvn 1999 tevntang Hak Asasi 

Manuvsia; 

4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023  tentang Kitab Uvndang-

Uvndang Huvkuvm Pidana (KU vHP) 
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5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual; 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

7) Pevrmevndikbuvd Ristevk Nomor 30 Tahuvn 2021 tevntang Pevncevgahan 

dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval di Lingkuvngan Pevrguvruvan 

Tinggi; 

8) PMA Nomor 73 Tahuvn 2022 tevntang Pevncevgahan dan 

Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval di Satuvan Pevndidikan pada 

Kevmevntevrian Agama; 

9) Kevpuvtuvsan Mevntevri Agama Revpuvblik Indonevsia Nomor 83 Tahu vn 

2023 tevntang Pevdoman Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval di Satuvan 

Pevndidikan pada Kevmevntevrian Agama; 

10) Kevpuvtuvsan Direvktuvr Jevndevral Pevndidikan Islam Nomor 1143 

Tahuvn 2024 tevntang Pevtuvnjuvk Tevknis Pevncevgahan dan 

Pevnangguvlangan Kevkevrasan Sevksuval pada Pevrguvruvan Tinggi 

Kevagamaan Islam; 

11) Kevpuvtuvsan Revktor UvIN Suvnan Kalijaga Nomor 187.2 Tahuvn 2020 

tevntang Pevngangkatan Pevngevlola Puvsat Layanan Tevrpadu v 

Pevncevgahan dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval; 

12) Pevratuvran Revktor UvIN Suvnan Kalijaga Nomor 21.1 Tahuvn 2023 

tevntang Pevncevgahan dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval di UvIN 

Suvnan Kalijaga Yogyakarta. 
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5. Tevknik Pevnguvmpuvlan Data 

Pevnguvmpuvlan data dalam pevnevlitian ini mevngguvnakan wawancara 

dan obsevrvasi. Wawancara adalah tevknik mevnguvmpuvlkan data devngan 

mevmpevrolevh kevtevrangan-kevtevrangan lisan mevlaluvi bevrcakap-cakap dan 

bevrhadapan muvka devngan suvbjevk (orang) yang dapat mevmbe vrikan 

kevtevrangan.30 Skripsi ini mevngguvnakan tevknik wawancara mevlaluvi prosevs 

tanya jawab antara pevnuvlis devngan revspondevn yaituv pevnguvruvs Puvsat 

Layanan Tevrpaduv Pevncevgahan dan Pevnanganan Kevkevrasan Sevksuval (PLT 

PPKS) di UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta. 

Sevdangkan obsevrvasi adalah mevtodev pevnguvmpuvlan data devngan cara 

mevngamati tingkah lakuv individuv atauv kevlompok sevcara langsuvng. 

Obsevrvasi dilakuvkan di lingkuvngan PTKIN UvIN Suvnan Kalijaga 

Yogyakarta devngan cara mevlihat dan mevngamati langsuvng kevadaan yang 

tevrjadi sevrta ada atauv tidaknya sarana prasarana yang mevnduvkuvng 

pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan sevksuval. Data yang dipevrolevh 

kevmuvdian dianalisis uvntuvk sevlanjuvtnya ditarik kevsimpuvlan di tahap akhir. 

6. Analisis Data 

Data yang dipevrolevh dan dikuvmpuvlkan baik dalam data primevr 

mauvpuvn data sevkuvndevr kevmuvdian dianalisis sevcara devskriptif-kuvalitatif 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001). 



28 

 

yaituv dimaksuvdkan uvntuvk mevmbevrikan gambaran sevkaliguvs analisis 

mevngevnai pevlaksanaan kevbijakan pevncevgahan dan pevnanganan kevkevrasan 

sevksuval sevrta evfevktivitas kevbijakan yang suvdah dilakuvkan dalam 

mevnangguvlangi kevkevrasan sevksuval.  Devmikian puvla dimaksuvdkan uvntuvk 

mevmbevrikan gambaran mevngevnai kevnyataan dari kevadaan objevk atauv 

masalahnya, uvntuvk dapat dilakuvkan analisa dalam rangka pevngambilan 

kevsimpuvlan-kevsimpuvlan yang bevrsifat uvmuvm.31 

G. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini tevrdiri dari lima pokok Bab, Bab bevrfuvngsi uvntuvk 

mevmpevrmuvdah pevnuvlis mevnjabarkan kevrangka pevmbahasan skripsi ini. Lima 

Bab ini yang akan mevnjadi objevk sevrta batasan-batasan pevmbahasan. Tevrdiri 

dari bevbevrapa suvb pevmbahasan dalam sevtiap bab antara lain:   

Bab pevrtama, mevnguvraikan pevndahuvluvan yang bevrisi mevngevnai hal-hal 

yang bevrsifat uvmuvm yakni Latar Bevlakang Masalah, Ruvmuvsan Masalah, 

Tuvjuvan dan Kevguvnaan, Tevlaah Puvstaka, Kevrangka Tevoritik, Mevtodev 

Pevnevlitian dan Sistevmatika Pevnuvlisan. 

Bab kevduva, bevrisikan pevnggambaran sevcara komprevhevnsif dalam 

aspevk tevori dan aspevk normatif yang bevrkaitan devngan pevnevlitian sevrta dari 

bevbevrapa pevndapat ahli tevrkait pevrmasalahan dalam pevnevlitian ini mevngevnai 

kevkevrasan sevksuval, tevori evfevktivitas huvkuvm dan pevncevgahan sevrta 

pevnanganan tevrhadap korban kevkevrasan sevksuval di PTKI. 

                                                             
31 Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), hlm. 19. 
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Bab kevtiga, bab ini bevrisi pevnyajian data hasil pevnevlitian, data ini 

dipevrolevh dari hasil wawancara dan obsevrvasi yang dilakuvkan di UvIN Suvnan 

Kalijaga Yogyakarta tevrkait kevbijakan-kevbijakan dalam mevncevgah dan 

mevnangani kevkevrasan sevksuval dan data kasuvs kevkevrasan sevksuval di UvIN 

Suvnan Kalijaga Yogyakarta sevjak tevrbitnya PMA Nomor 73 Tahuvn 2022. 

Bab kevevmpat, bab ini bevrisi uvraian analisis hasil pevnevlitian devngan 

kevrangka tevori yang tevrcantuvm dalam bab pevrtama dan kevbijakan yang 

dilakuvkan olevh PTKIN UvIN Suvnan Kalijaga Yogyakarta dalam mevncevgah 

dan mevnangani kevkevrasan sevksuval. 

Bab kevlima, mevruvpakan bagian pevnuvtuvp yang bevrisikan kevsimpuvlan 

hasil akhir atauv jawaban dari ruvmuvsan masalah dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan dan implementasi 

pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dalam perspektif efektivitas hukum pasca diterbitkannya PMA 

Nomor 73 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan dan 

substansi hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menunjukkan 

langkah-langkah yang progresif dan strategis. Upaya tersebut ditunjukkan 

melalui pembentukan Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual (PLT-PPKS), penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), serta kerja sama kelembagaan dengan berbagai pihak internal dan 

eksternal. Bahkan, UIN Sunan Kalijaga menjadi pionir dalam menyusun 

model SOP yang kemudian diadopsi sebagai acuan nasional oleh 

Kementerian Agama dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022. 

Namun demikian, efektivitas kebijakan yang telah disusun masih 

menghadapi sejumlah tantangan. Secara substansi, meskipun SOP dan 

Keputusan Rektor telah tersedia, regulasi internal kampus seperti kode etik 

mahasiswa, tata tertib dosen, dan aturan bagi tenaga kependidikan belum 

diperbarui sesuai ketentuan nasional, sehingga menimbulkan kekosongan 

norma. Dari segi struktur, PLT-PPKS telah dibentuk, tetapi belum 

terintegrasi secara formal dalam organ universitas, dan sebagian besar 

pengurus belum memiliki pelatihan profesional yang sesuai dengan 
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kompleksitas kasus kekerasan seksual. Sementara itu, budaya hukum 

kampus belum sepenuhnya mendukung sistem perlindungan terhadap 

korban. Masih kuatnya budaya diam (silence culture) dan ketimpangan 

relasi kuasa antara pelaku dan korban menyebabkan korban enggan untuk 

melapor. Di sisi lain PLT-PPKS hanya memiliki kewenangan memberikan 

rekomendasi sanksi, sedangkan pengambilan keputusan berada pada pejabat 

struktural yang sering kali tidak merespons secara cepat dan konsisten. 

Terbatasnya dukungan struktural juga tercermin dari belum tersedianya 

anggaran operasional khusus untuk menunjang keberlanjutan program PLT-

PPKS. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa meskipun UIN Sunan 

Kalijaga telah memiliki dasar normatif dan kelembagaan yang kuat, 

efektivitas pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya tercapai dan masih 

memerlukan sinergisitas antara PLT-PPKS dan pimpinan kampus serta 

penguatan dari berbagai aspek. 

B. Saran 

Sehubungan dalam rangka memperkuat efektivitas hukum atas kebijakan 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek 

regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Universitas perlu segera 

merevisi dan mengesahkan regulasi internal seperti kode etik mahasiswa, 

tata tertib dosen, dan aturan bagi tenaga kependidikan agar selaras dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan PMA Nomor 73 Tahun 2022. 

Selain itu, PLT-PPKS perlu diintegrasikan secara formal dalam struktur 
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organisasi universitas dan didukung anggaran operasional yang memadai 

untuk menjamin keberlanjutan program. Komitmen pimpinan dalam 

menindaklanjuti rekomendasi sanksi juga harus diperkuat, serta kapasitas 

sumber daya manusia perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang 

pendampingan hukum dan psikososial. 

Kementerian Agama diharapkan memperkuat pengawasan terhadap 

pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 melalui evaluasi berkala, 

dukungan pendanaan, dan pelatihan teknis bagi PLT-PPKS di seluruh 

satuan pendidikan. Di sisi lain, PLT-PPKS UIN Sunan Kalijaga diharapkan 

terus meningkatkan kualitas kelembagaan melalui sosialisasi yang 

menyeluruh, penguatan SDM, serta strategi advokasi internal yang efektif 

agar keberpihakan pada korban dapat ditegakkan secara konsisten. 

Untuk pengembangan akademik, penelitian selanjutnya disarankan 

melakukan studi komparatif di berbagai perguruan tinggi serta menggali 

lebih dalam persepsi sivitas akademika, efektivitas pelaporan, 

pendampingan korban, dan tindak lanjut sanksi terhadap pelaku. Dengan 

langkah-langkah tersebut, UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat 

mempertahankan posisinya sebagai pelopor sekaligus model pelaksanaan 

kebijakan penanganan kekerasan seksual yang konsisten, adil, dan berpihak 

pada korban. 
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